
a. bahwa untuk menghasilkan anggota Dewan Pengawas 
yang prof esional dan memiliki kom petensi serta 
kapabilitas yang tinggi dalam menjalankan tugas clan 
tanggungjawab untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan 
operasional dan pengurusan Pcrusahaan Daerah 
Petrogas Persada Karawang dalam menerapkan prinsip 
prinsip tata kelola perusahaan yang baik, maka perlu 
adanya suatu pedoman untuk dijadikan sebagai 
landasan hukum dalam pengangkatan dan 
pemberhentian anggota Dewan Pengawas Perusahaan 
Dacrah Petrogas Persada Karawang; 

b. bahwa pengaturan mengenai tata cara pengangkatan 
dan pernberhentian anggota Dewan Pengawas 
Perusahaan Daerah Petrogas Persada Karawang yang 
selama ini didasarkan pada Peraturan Bupati Karawang 
Nomor 74 Tahun 2012 ten tang Tata Cara Pengangkatan 
dan Pemberhentian Dewan Pengawas Perusahaan 
Daerah Agro Persada Karawang, Perusahaan Daerah 
Aneka Jasa dan Perdagangan Persada Karawang, dan 
Perusahaan Daerah Pelrogas Persada Karawang, 
dipandang sudah Lidak sesuai dcngan Luntutan dan 
kcbutuhan scrta pcrkembangan peraturan pcrundang 
undangan sehingga perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Pcraturan Bupati tcntang Tata Cara Pengangkatan dan 
Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Perusahaan 
Daerah Petrogas Persada Karawang; 

BUPATI KARAWANG, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

TENT ANG 

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 
ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH 

PETROGAS PERSADA KARAWANG 

PERATURANBUPATIKARAWANG 

NOMOR 18 TAHUN 2019 

BUPATIKARAWANG 

PROVINS! JAWA BARAT 



1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Baral (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta 
dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang 
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Dacrah-daerah Kabupatcn dalam Lingkungan Propinsi 
Jawa Baral (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembenlukan Peraluran Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kcdua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tah un 2014 tentang Pemcrinlahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5887); 

5. Peraturan Pernerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang 
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengclolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 
tcntang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota 
Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota 
Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 
Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah 
Petrogas Persada Karawang (Lembaran Daerah 
Kabupalen Karawang Tahun 2003 Nomor 12); 

Mcngingat 



Bagian Kesatu 
Pengertian 

Pasal 1 
Dalam Peraluran Bupati irii yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang. 
2. Bupali adalah Bupati Karawang. 

3. Pemcrintahan Dacrah adalah pcnyclenggaraan urusan pemcrintahan 
oleh pemcrinlah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut 
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 
seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
pemerinlahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pernerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 

5. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan 
Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah 
yang selanjulnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah 
yang mcmcgang kckuasaan tcrtinggi dalam perusahaan umum Daerah 
dan mcmcgang scgala kewcnangan yang tidak diserahkan kepada 
Direksi atau Dewan Pengawas. 

6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi 
pcmbinaan lcrhadap pcngurusan Badan Usaha Milik Daerah. 

7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah 
badan usaha yang scluruh atau sebagian bcsar modalnya dimiliki olch 
Daerah. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

PETROGAS PERSADA KARAWANG. 
DAE RAH PERUSAHAAN PENGAWAS DEWAN 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA 
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA 

Menetapkan 

9. Peraturan Dacrah Kabupaten Karawang Nomor 14 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkal Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran 
Dacrah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14); 

10 Pcraturan Dacrah Kabupaten Karawang Nomor 1 
Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 
Nomor 1). 



8. Perusahaan Daerah Petrogas Persada Karawang selanjutnya disebut PD 
Petrogas Persada Karawang adalah SUMD yang termasuk ke dalam 
bentuk Perusahaan Umum Daerah yang seluruh modalnya dimiliki 
Daerah dan tidak lerbagi atas saham. 

9. Dewan Pengawas PD Pctrogas Persada Karawang yang sclanjutnya 
discbut Dewan Pengawas adalah organ PD Petrogas Persada Karawang 
yang bertugas melakukan pcngawasan dan memberikan nasihal 
kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PD Petrogas 
Persada Karawang. 

10. Direksi PD Petrogas Persad a Karawang yang selanjutnya disebut Direksi 
adalah organ PD Petrogas Persada Karawang yang berlanggung jawab 
alas pengurusan PD Pclrogas Persada Karawang urituk keperitingan 
dan lujuan PD Pelrogas Persada Karawang serta mewakili PD Petrogas 
Pcrsada Karawang baik di dalam maupun di luar pcngadilan scsuai 
dcngan kctcntuan anggaran dasar. 

11. Kon lrak Kinerja adalah pernyalaan kesepakatan dengan perusahaan 
yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan 
Pengawas dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan 
oleh KPM. 

12. Uji Kclayakan dan Kepatutan yang selanjulnya disingkat UKK adalah 
proses unluk mcncntukan kclayakan dan kepatutan seseorang untuk 
menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi PD 
Petrogas Persada Karawang. 

13. Lembaga Profesional adalah Sadan Hukum yang memiliki fungsi dan 
keahlian urituk melakukan proses pcnilaian, mempunyai lisensi atau 
serlifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, 
rnernpunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian lerhadap 
Sakal Calon Anggola Dewan Pengawas dan Sakal Calon Anggola Direksi 
PD Petrogas Persada Karawang yang ditetapkan oleh Bupati. 

14. Sakal Calon Anggota Dewan Pengawas PD Petrogas Persada Karawang 
yang selanjulnya disebul Sakal Calon Anggola Dewan Pcngawas adalah 
sescorang yang dengan sadar mcndaftar menjadi Calon Anggota Dewan 
Pengawas PD Pctrogas Pcrsada Karawang dan mengikuti proses 
pcnjarmgan. 

15. Calon Anggota Dewan Pengawas PD Pctrogas Persada Karawang yang 
sclanjutnya disebut Calon Anggota Dewan Pengawas adalah nama 
nama yang Lelah mengikuti UKK. 

16. Panitia Sclcksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan selcksi 
Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas sampai pengangkatan olch KPM. 

1 7. Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas 
dan disctujui bcrsama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 



c. 

a. schat jasmani dan rohani; 
bcrijazah paling rcndah S-1 (strata satu); 
berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar 
pertarna kali; 

b. 

Pasal 6 
Persyaratan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, sebagai 
berikut: 

BAB II 
PERSYARATAN 

Pasal 5 
Pcrsyaratan untuk diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas, terdiri alas: 

a. pcrsyaratan formal; 
b. persyaratan materiil; 

c. persyaratan lain. 

Bagian Ketiga 
Ruang Lingkup 

Pasal 4 
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi: 

a. persyaratan; 
b. seleksi; 

c. kcanggotaan; 

d. pengangkalan dan pemberhentian; 
e. kekosongan jabatan; 
f. sistem informasi seleksi; dan 
g. pcndanaan. 

Pasal 3 
Pcraturan Bupati ini bertujuan untuk dijadikan sebagai pedoman bagi 
Pcmcrintah Dacrah dalam rangka pengangkatan dan pemberhentian 
anggota Dewan Pcngawas di lingkungan Perusahaan Daerah Petrogas 
Pcrsada Karawang, guna mendukung terwujudnya tata kelola perusahaan 
yang baik. 

Pcraturan Bupati int dimaksudkan unluk mewujudkan sistem dan 
mekanisme pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas di 
lingkungan Perusahaan Daerah Pelrogas Persada Karawang yang sistematis, 
sclektif, transparan, dan akuntabel, guna memperoleh anggota Dewan 
Pengawas yang profesional, berintegritas, dan memiliki kemampuan serta 
kompentensi dan berdedikasi yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan 
tanggungjawabnya untuk meningkatkan kinerja clan memajukan 
perusahaan. 

Bagian Kedua 

Maksud dan Tujuan 

Pasal 2 



Pasal 8 
( 1) Persyarat..an lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, sebagai 

berikut: 
a. tidak pernah dinyatakan paili t; 
b. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau 

Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha 
yang dipimpin dinyalakan pailit; 

c. tidak sedang menjalani hukuman pidana karena melakukan 
tindak pidana yang merugikan keuangan negara/ daerah, BUM D, 
BUMN, Perseroan dan/ atau yang berkaitan dengan sektor 
keuangan; 

d. tidak sedang menjadi: 
l. anggota partai politik; 
2. pcngurus partai politik; 
3. calon kepala daerah/wakil kepala daerah; 

4. kepala daerah/wakil kepala daerah; 
5. calon anggota legislatif; dan/ atau 

6. anggota legislatif. 
c. bukan sebagai pejabat negara yang dilarang berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 
f. bersedia mengundurkan diri dari jabatan Direksi dan/ atau 

jabatan lain pada BUMD, BUMN dan/atau Badan Usaha Swasta 
apabila diangkat sebagai Dewan Pengawas. 

Pasal 7 

Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, sebagai 
bcrikut: 
a. merniliki keahlian dan pengetahuan yang memadai di bidang usaha 

dan/atau bidang lain terkait dengan PD Petrogas Persada Karawang, 
yang dibuktikan dengan Daftar Riwayat Hidup dan dokumen 
pendukung lainnya; 

b. memiliki integritas, kejujuran, jiwa kepemimpinan dan kompctensi 
serla perilaku yang baik dalam melaksanakan lugas; 

c. rnerniliki motivasi dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan 
mcngembangkan PD Petrogas Persada Karawang; 

d. memahami manajemen PD Petrogas Persada Karawang yang berkaitan 
dengan salah satu fungsi manajemen; dan 

e. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

c. mcngisi formulir pendaftaran dan menyampaikan kepada Bupati 
melalui Pcrangkat Dacrah yang membidangi pembinaan tcrhadap 
pengurusan BUMD; dan 

I. mcngikuti scleksi administrasi, UKK1 dan wawancara. 



Pasal 11 
Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berjumlah 
ganjil dan paling sedikit beranggotakan dari: 
a. unsur Perangkat Daerah; dan 
b. unsur indcpenden dan/atau perguruan tinggi. 

Pasal 12 
Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), mempunyai 
lugas: 

a. menenlukan jadwal waktu pelaksanaan; 
b. melakukan penjaringan Bakal Caton Anggota Dewan Pengawas; 
c. rnernberituk tirn atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan 

UKK; 

d. menentukan formulasi pcnilaian UKK; 
c. rncnetapkan hasil penilaian; 

f. menelapkan Calon Anggota Dewan Pengawas; dan 
g. menindaklanjuti Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih untuk 

diproses lebih lanjut menurul ketentuan peraturan perundang 
undangan dan/ a tau kebijakan Pemerintah. 

Pasal 10 
(1) Bupati membentuk Panitia Seleksi dalam rangka melaksanakan 

pemilihan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9. 

(2) Pembentukan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditctapkan dengan Keputusan Bupati. 

b. UKK; dan 
c. wawancara akhir. 

BAB III 

SELEKSI 

Pasal 9 
(1) Pcmilihan anggola Dewan Pengawas dilakukan melalui proses seleksi. 
(2) Sclcksi scbagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit melalui 

tahapan: 
a. seleksi administrasi; 

(2) Pcrsyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai 
dengan huruf f, dibuktikan oleh Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas 
dengan membuat Surat Pernyataan bermaterai cukup. 



Pasal 17 
(1) UKK sebagaimana dalam Pasal 16, dilaksanakan oleh: 

a. Tim; atau 
b. Lembaga Profesional. 

(2) UKK yang dilaksanakan oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a, melibatkan konsultan perorangan. 

(3) Tim atau Lcmbaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Pan itia Seleksi melaksanakan UKK berdasarkan hasil seleksi administrasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4). 

Pasal 16 

Pasal 15 
( 1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil 

penjaringan Baka! Calon Anggola Dewan Pengawas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 14. 

(2) Seleksi adrninistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan 
proses verifikasi dan validasi terhadap kelengkapan persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8. 

(3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilakukan 
lcrhadap unsur independen, dan pejabal Pemerintah Daerah dengan 
mcmcnuhi paling sedikit persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 huruf b dan huruf c, dan Pasal 8. 

(4) Panitia Seleksi menelapkan Baka! Calon Anggota Dewan Pengawas 
bcrdasarkan hasil seleksi sebagairnana dimaksud pada ayat (3). 

Pasal 14 
Panitia Seleksi melakukan penjaringan Bakal Calon Anggola Dewan 
Pcngawas. 

Pasal 13 
(1) Pan itia Seleksi dalam hal penunjukkan Lembaga Profesional 

scbagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, mempertimbangkan 
paling sediki t: 

a. kemarnpuan keuangan PD Petrogas Persada Karawang; 
b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan 
c. ketersediaan Sumber Daya Manusia. 

(2) Penunjukkan Lembaga Profcsional scbagaimana dimaksud pada ayal 
(1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan. 



Pasal 22 
Panitia Seleksi menetapkan rincian setiap Penilaian lndikator UKK 
sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 21 terhadap Bakal Calon Anggola 
Dewan Pengawas sesuai dengan kebutuhan. 

Pasal 21 
Penilaian Indikator UKK terhadap Sakal Calon Anggota Dewan Pengawas 
dilakukan dengan memberikan pembobotan yang meliputi: 

a. pengalaman; 

b. kcahlian; 
c. inlegritas dan etika: 
d. kepemimpinan; 
e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan 
f. merniliki kernauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi. 

c. wawancara. 

Pasal 20 
Tahapan UKK tcrhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas, meliputi: 
a. psikotes; 
b. ujian tertulis keahlian; 
c. penulisan makalah strategi pengawasan; 
d. presentasi makalah strategi pengawasan; dan 

Pasal 19 
Indikator Penilaian UKK terhadap BakaJ Calon Anggota Dewan Pengawas, 
terdiri alas: 
a. pengalaman mengelola perusahaan; 
b. kcahlian; 
c. intcgritas dan ctika; 

d. kepemimpinan; 
e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan 
f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi. 

Pasal 18 
Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 
( 1), mcmpunyai tugas: 

a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK; 
b. mcnctcp ltan ho.oil pcnilaicn UKK; dnn 
c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi. 



Pasal 29 
( 1) Bupati melaksanakan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Dewan 

n----···-- --\...-~-;~~~~ ,-t;~~l,,..,,,-t ,4,...1,.....,.., O,,,c-,,1 05< cnr,;,t (')\ 

Pasal 28 
(1) Pelaksanaan Seleksi Administrasi dan UKK sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 26, menghasilkan paling sedikit 3 
(tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Anggota Dewan Pengawas. 

(2) Panitia Seleksi menyampaikan nama Calon Anggota Dewan Pengawas 
sebagaimana dimaksud pada ayal (1) kepada Bupati. 

Pasal 27 
Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas yang 
memenuhi klasifikasi nilai akhir UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
26 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, scbagai Calon Anggota Dewan 
Pcngawas. 

Pasal 26 
(1) Klasifikasi nilai akhir UKK terhadap Bakal Calon Anggota Dewan 

Pengawas, terdiri atas: 

a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat 
disarankan; 

b. di atas 7 ,5 (tujuh koma lirna) sampai dengan 8,5 (delapan koma 
lima) direkomendasikan disarankan; 

c. 7 ,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7 ,5 (tujuh koma lima) 
direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan 

d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak 
disarankan. 

(2) Format pcrhitungan nilai akhir UKK sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tcrcantum dalam Lampiran yang mcrupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 25 
Tola! bobot Penilaian Indikator UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 
dan Pasal 24 ditetapkan sebesar 100% (seratus persen). 

Pasal 24 
Bobot Penilaian Indikator UKK berupa pemahaman terhadap 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
21 huruf e, ditentukan sebesar 20% (dua puluh persen). 

Pasal 23 
Panitia Seleksi menentukan bobot Penilaian Indikator UKK sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 21 huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f. 



Pasal 35 
(1) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, lerdiri 

atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat di lingkungan Pemerintah 
- .. .. 4 

Pasal 34 

Unsur independen scbagaimana dimaksud daJam Pasal 33, merupakan 
anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi 
maupun pemcgang saham. 

Pasal 33 
Unsur indcpcndcn sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, terdiri 
atas: 

a. anggota Dewan Pengawas yang telah menyelesaikan masa jabatannya 
dan/ atau anggota Dewan Pengawas BUMD lain; 

b. pensiunan pegawai PD Pelrogas Persada Karawang dan/alau BUMD 
lain; 

c. pegawai lembaga/inslansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

d. mantan Direksi dan/atau mantan Direksi BUMD lain; dan 
e. orang perseorangan selain dimaksud pada huruf a, huruf b, clan huruf 

c scpanjang memenuhi persyaralan yang diatur dalam Peraluran 
Bupati ini dan peraturan perundang-undangan lainnya. 

Pasal 32 

Anggota Dewan Pcngawas dapat bcrasal dari: 
a. unsurindependen;dan 
b. unsur lainnya. 

BAB IV 
KEANGGOTAAN 

Pasal 31 
Bupati menyerahkan Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih kepada KPM. 

Bupali dapal meminla masukkan dari Calon Kelua Dewan Pengawas terpilih 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) untuk menetapkan jabatan 
lerhadap Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih lainnya. 

Pasal 30 

(2) Selelah melaksanakan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bupati menetapkan 1 (satu) Calon Anggota Dewan Pengawas 
terpilih untuk jabatan Calon Ketua Dewan Pengawas. 



Pasal 39 
Scbclum diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas, Calon Anggota Dewan 
Pengawas terpilih melakukan penandatangan kontrak kinerja dan 
mcnandatangani Surat Pernyataan yang berisi kesanggupan untuk 
mcnjalankan tugas dengan baik bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, clan 
tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan 
dibcrhcntikan sewaktu-waktu. 

Pasal 38 
Pengangkatan Calon Anggota Dewan Pengawas Lerpilih dilakukan oleh KPM 
yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

BABV 
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 

Bagian Kesatu 
Pengangkatan 

Pasal 37 
Komposisi anggota Dewan Pengawas, terdiri atas: 
a. 1 (satu) orang Pejabat Pemerintah Daerah dan 2 (dua) orang unsur 

indcpcnden; atau 
b. 2 (dua) orang Pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur 

indcpenden. 

Pasal 36 
(l) Jumlah anggota Dewan Pcngawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang, 

yang tcrdiri alas: 
a. 1 (satu) orang Kctua; dan 
b. 2 (dua) orang anggota. 

(2) Penetapan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), ditetapkan oleh KPM 

(3) Penetapan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaiamana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada asas efisiensi dan efektivitas 
keputusan pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan PD Petrogas 
Persada Karawang. 

(2) Pcjabat Pemcrintah Pusat dan pcjabat Pemerintah Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan pejabat yang melakukan 
evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD. 

(3) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
kegiatan aLau rangkaian kegiatan dalam rangka pcmcnuhan 
kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas 
barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh 
penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan keterituan peraturan 
peru ndang-undangan. 



Pasal 44 
Tahapan Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) tidak 
hPrbk-11 h~wi nprn::,-::ino-k::it::in kernba li Anvcota Dewan Perizawas sebazaimana 

Pasal 43 
(1) Anggota Dewan Pengawas yang diangkat kembali sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 41, wajib menandatangani Kontrak Kincrja. 
(2) Penandanlangan Konlrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai Anggota Dewan 
Pengawas. 

(3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) didasarkan pada dokumen: 
a. rencana bisnis; 
b. rencana kerja dan anggaran PD Petrogas Persada Karawang; 

c. laporan kcuangan; 
d. laporan hasil pengawasan; 
e. kontrak kinerja; dan 
f. risalah rapat dan kertas kerja. 

Pasal 42 
(1) Anggota Dewan Pengawas yang diangkat kembali sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 41, apabila dinilai mampu mclaksanakan tugas 
dengan baik selama masa jabatannya. 

(2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
meliputi: 
a. pelaksanaan pengawasan PD Petrogas Persada Karawang; 
b. pemberian masukan dan saran alas pengelolaan PD Petrogas 

Persada Karawang; 
c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik; 
d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan 

e. pemcnuhan target dalam kontrak kinerja. 

Pasal 41 
Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 
(empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masajabatan. 

Pasal 40 

(1) Pengangkalan Anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya 
dengan pengangkatan anggota Direksi. 

(2) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada 
ayal ( 1 ), rlimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan 
kcpcrrgur u sa.n PD Pctrogas Pcrsada Karawang. 



Pasal 50 
Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalarn 
Pasal 49, dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat 
dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan: 

a. tidak dapat melaksanakan tugas; 

Pasal 49 
Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan 
sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c, wajib 
disertai dengan alasan pemberhentian. 

Pasal 48 
Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas 
pelaksanaan tugas pengawasan PD Pctrogas Persada Karawang 
dilaksanakan oleh Bupati. 

Pasal 47 
Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas 
yang bcrakhir masajabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat 
( 1) dan ayat (2) dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu a tau 
audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada Bupati. 

Pasal 46 
( 1) Dalam hal jabatan Anggota Dewan Pcngawas berakhir karena masa 

jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, 
anggota Dewan Pengawas wajib melaporkan pengawasan tugas akhir 
masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa 
jabatannya. 

(2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum 
dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa 
jabatannya. 

(3) Laporan pengurusan tugas akhir masajabalan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh Bupati untuk 
memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas. 

Jabatan Anggota Dewan Pengawas berakhir apabila: 

a. mcninggal dunia; 
b. masa jabatannya berakhir; clan/ atau 
c. diberhentikan sewaktu-waktu. 

Bagian Kedua 
Pemberhentian 

Pasal 45 



Pasal 54 
(1) Penyusunan kekosonganjabatan anggota Dewan Pengawas syang masa 

jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat ( 1) 
dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masajabatan anggota 
Dewan Pengawas berakhir. 

Pasal 53 
(1) Perangkal Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan 

BUMD melaporkan kekosonganjabatan anggota Dewan Pengawas yang 
masa jabatannya berakhir atau anggota Dewan Pcngawas yang 
mcninggal dunia atau anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan 
scwaktu-waktu kepada Bupati. 

(2) Bcrdasarkan laporan scbagaimana dimaksud pada ayai (1), Bupali 
mclakukan seleksi dari unsur independen clan pejabat Pemerintah 
Daerah. 

Pasal 52 
( 1) Bu pati berwenang un tuk melaksanakan seleksi anggota Dewan 

Pengawas yang masa jabatannya berakhir clan/ a tau dalam hal terjadi 
kekosongan jabatan. 

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat 
pelaksanaan seleksi selesai dilaksanakan. 

BAB VI 
KEKOSONGANJABATAN 

Pasal 51 
Pcmbcrhentian Anggota Dewan Pengawas dilakukan oleh KPM, yang 
ditctapkan dengan Keputusan Bupati. 

b. tidak mclaksanakan ketcntuan peraturan perundang-undangan dan/ 
atau ketentuan anggaran dasar; 

c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian 
pada PD Petrogas, negara, dan/ atau Daerah; 

d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah 
mcmpunyai kckuatan hukum tetap; 

e. mengundurkan diri; 

f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan lain; dan 

g. tidak lerpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah 
Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran 
BUMD. 



BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 57 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karawang 
Nomor 74 Tahun 2012 lenlang Tata Cara Pengangkatan dan Pernberhentian 
Dewan Pcngawas Perusahaan Dacrah Agro Persada Karawang, Pcrusahaan 
Dacrah Ancka Jasa dan Pcrdagangan Persada Karawang, dan Perusahaan 
Dacrah Pctrogas Persada Karawang (Serita Daerah Kabupaten Karawang 
Tahun 2012 Nomor 74), sepanjang mengatur mengenai tata cara 
pcngangkalan dan pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Perusahaan 
Dacrah Pctrogas Persada Karawang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

BAB VIII 
PENDANAAN 

Pasal 56 
Biaya penyelenggaraan seleksi Anggota Dewan Pengawas dibebankan pada 
APBD alau anggaran PD Petrogas Persada Karawang. 

a. penjaririgan; 

b. hasil scleksi administrasi; dan 
c. hasil U KK. 

BAB VII 
INFORMASI PELAKSANAAN SELEKSI 

Pasal 55 
(1) Pcmcrinlah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi 

pembinaan pengurusan SUMO menginformasikan pelaksanaan setiap 
tahapan seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas melalui media massa 
lokal/ nasional dan/ atau elektronik. 

(2) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirnuat dalam 
laman Pcmcrintah Daerah dan/alau laman PD Pctrogas Persada 
Karawang. 

(3) Tahapan seleksi yang diinformasikan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) paling scdikit memual: 

(2) Bupati mclaporkan kckosongan jabatan anggola Dewan Pengawas 
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Mcnteri Dalam Ncgcri 
melalui Direktoral Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 
(lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Bupati. 

(3) Bupati melaporkan kekosongan jabalan Anggota Dewan Pengawas yang 
meninggal dunia atau anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan 
scwaktu-waktu , scbagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat ( 1) kepada 
Menlcri Dalam Negeri melalui Dircktorat Jenderal Bina Keuangan 
Oaerah paling lama 15 (lima belas) hari kcrja sejak lerjadi kekosongan. 



ERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2019 

NOMOR t8 

Diundangkan di Karawang 
pad a tanggal t I Jal 2.,9 
Pj. SEK DAERAH KABUPATEN 

WANG, 

Ditetapkan di Karawang 
pada tanggal, 2et9 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Karawang. 

Pasal 58 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 



~ 
NO. Indikator UKK Bobot Pcnilaian Nilai yang Diperolch Nilai 

Indikator atas Indikator UKK Akhir 
( 1-10) UKK -- ---- - 

( 1) (2) (3) (4) (5)=(3)x(4) 
1. Pcngalaman ..... % ..... ..... 

a . ..... 
b . ..... 
c. ..... dst. 

- 2. Kcahlian ..... % 
·- 

..... . .... 
- a . ..... 

b . ...... 
c ...... dst. 

- 
3. Intcgritas dan ..... % ..... ..... 

Moral 
-- a . ..... 

- 
b . ..... 

-- c. ..... dst. 

4. Kepcmimpinan . .... % ..... . .... 
._ 

a . ..... 
b . ..... 
c . ...... dst. 

5. Pemahaman alas ..... % ..... . .... 
penyelenggaraan 
pernerintahan 
dacrah 

- 

a . ..... 
- f--- b . ..... 

c. ..... dst. 

6. Memiliki ..... % ..... . .... 
kcmauan yang 
kuat dan dedikasi 
yang tinggi 

a . ..... 

TABEL PERHITUNGAN NILAI AKHIR UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN 
TERHADAP ANGGOTA DEWAN PENGAWAS 

PERUSAHAAN DAERAH PETROGAS PERSADA KARAWANG 

PERATURAN BUPATI KARAWANG 
NOMOR 18 TAHUN 2019 
TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN 
PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN 
PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH 
PETROGAS PERSADA KARA WANG 

LAMPI RAN 



•.;,.., 

WANG, 

Petunjuk Pcngisian: 
(1) Diisi nomor halaman. 
(2) lndikator UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. 

(3) Bobot Penilaian Indikator UKK terhadap anggota Dewan Pengawas 
ditentukan oleh Panitia Seleksi. 

(4) Nilai yang diperoleh atas Indikator Penilaian UKK. 

(5) Nilai Akhir UKK yang akan direkomendasikan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 23. 

b . ..... 

c. ..... dst. 

6. Memiliki . .... O/o ..... ..... 
Kemauan yang 
Kuat dan 
Dedikasi Tinggi 

- a . ..... 
- 

b . ..... 

c. ..... dst. 

Total 

.... 


